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ABSTRAK

Perubahan nama pada dokumen kependudukan, seringkali menimbulkan implikasi
hukum, khususnya terkait dengan keabsahan dokumen pada akta nikah. KUA Kedungkandang
Kota Malang, mengarahkan pihak yang ingin mengubah nama pada akta nikah, harus melalui
proses pengadilan, untuk mendapatkan penetapan yang akan menjadi dasar kuat dalam
melakukan perubahan nama pada akta nikah. Keputusan tersebut dilakukan guna menghindari
risiko ketidakakuratan data dan potensi penyalahgunaan. Namun hal tersebut tidak sejalan
dengan ketentuan yang diatur dalam PMA No. 20 tahun 2019 pasal 38, yang menyatakan
bahwa proses perubahan nama pada akta nikah, dapat langsung dilakukan di KUA setempat
dengan syarat membawa akta kelahiran yang baru. Ketentuan tersebut menyederhanakan
proses administrasi, tetapi juga menimbulkan berbagai kendala dalam mengimpelemtasikan
prosedur perubahan nama, sehingga mendorong lahirnya PMA No. 30 tahun 2024.

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
normative empiris dengan pendekatan sociological approach melalui observasi dan
wawancara, untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Menteri Agama di KUA
Kedungkandang Kota Malang, untuk mengumpulkan data primer, penulis mengambil data
melalui pegawai KUA dan tokoh Masyarakat Kedungkandang, kemudian untuk
mengumpulkan data sekunder, penulis mengambil data melalui peraturan perundang-
undangan, karya tulis ilmiah, serta kitab yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, data
tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu metode Maslahah
Mursalah, serta hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : pertama, praktik implementasinya PMA no 20
tahun 2019 tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terdapat prosedur yang
lebih rumit dan ketat dibandingkan dengan yang diatur dalam PMA, terutama terkait dengan
kekhawatiran perbedaan nama yang terlalu signifikan antara nama baru dan nama yang tercatat
dalam dokumen resmi lainnya. KUA Kedungkandang mengadopsi kebijakan alternatif dengan
menerapkan proses tambahan berupa pengajuan permohonan ke pengadilan untuk
mendapatkan putusan hukum sebagai dasar yang lebih kuat bagi perubahan nama dalam akta
nikah. Dengan diterbitkannya PMA No. 30 tahun 2024, terdapat penyesuaian yang lebih
holistik terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi. Kedua, berdasarkan hukum
positif proses perubahan nama harus sesuai dengan ketentuan yang diatur, dalam UU No. 23
tahun 2006, Perpres No. 96 tahun 2018 dan PMA No. 20 tahun 2019. Peralihan perubahan
nama dari pengadilan negeri, telah,sesuai dengan ketentuan tersebut, namun peralihan melalui
pengadilan agama, merupakan bentuk perluasan kewenangan serta masih menjadi kerancuan.
Adapun berdasarkan perspektif maslahah mursalah kebijakan kepala KUA telah memenuhi
persyaratan, diantaranya bersifat haqigi, berisifat umum dan keputusan yang diambil tidak
bertentangan dengan nash atau ijma".

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, PMA No. 30 tahun
2024 telah mengatur prosedur perubahan nama dengan lebih jelas dan konkrit. namun frasa
“pengadilan” masih menjadi ambiguitas terkait pengadilan mana yang berwenang dalam
menangani kasus perubahan nama, sehingga perlu adanya harmonisasi peraturan antara
instansi terkait. Kedua, Diperlukan sosialisasi mengenai prosedur perubahan nama berdasarkan
PMA No. 30 tahun 2024, serta pentingnya menjaga konsistensi nama, mengingat perubahan
identitas dapat mempengaruhi akta lainnya. Sosialisasi ini juga penting agar masyarakat
memahami prosedur yang berlaku dan dapat mengajukan permohonan perubahan nama sesuai
dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci: Perubahan Nama, Akta Nikah, KUA, PMA No. 20 Tahun 2019, Hukum Positif,
maslahah mursalah.
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ABSTRACT

Name changes in civil documents often lead to legal implications, particularly
concerning the validity of marriage certificates. The Office of Religious Affairs (KUA) in
Kedungkandang, Malang City, requires individuals wishing to change their name on a
marriage certificate to go through a court process to obtain a legal ruling that serves as a
strong basis for the change. This policy aims to prevent data inaccuracies and potential misuse.
However, this practice contradicts the provisions in Regulation of the Minister of Religious
Affairs (PMA) No. 20 of 2019, Article 38, which allows name changes on marriage certificates
to be handled directly by the local KUA upon presentation of a new birth certificate. While this
regulation simplifies administrative procedures, it also presents implementation challenges,
prompting the issuance of PMA No. 30 of 2024.

This study uses normative-empirical legal research with a sociological approach,
employing observation and interviews to assess the effectiveness of the regulation's
implementation at KUA Kedungkandang. Primary data were collected from KUA staff and
community figures, while secondary data were obtained from legislation, scholarly articles,
and relevant legal texts. The data were analyzed using Islamic legal theory—specifically the
Maslahah Mursalah method—and positive law.

The study concludes: first, the implementation of PMA No. 20 of 2019 does not always
align with the stipulated procedures. In practice, the process is more complicated and stringent,
especially due to concerns about significant discrepancies between the new name and names
recorded in other official documents. KUA Kedungkandang adopts an alternative policy
requiring a court ruling as a stronger legal basis for name changes in marriage certificates.
With the issuance of PMA No. 30 of 2024, adjustments have been made to better accommodate
public administrative needs. Second, under positive law, name changes must comply with Law
No. 23 of 2006, Presidential Regulation No. 96 of 2018, and PMA No. 20 of 2019. The
transition of authority from district courts has been appropriate, but the shift to religious courts
introduces ambiguity and overreach. From the perspective of Maslahah Mursalah, the KUA
head’s policy meets the required conditions: it is genuine, general in nature, and does not
contradict textual sources or consensus (ijma ).

Based on these conclusions, the study recommends: first, PMA No. 30 of 2024 outlines
name change procedures more clearly;, however, the term “court” remains ambiguous
regarding the specific authority responsible, highlighting the need for regulatory
harmonization. Second, public outreach is‘essential‘to explain name change procedures under
PMA No. 30 of 2024 and emphasize the importance of name consistency, as identity changes
may affect other official records. Such outreach will ensure that the public understands and
follows the correct procedures.

Keywords: Name Change, Marriage Certificate, KUA, PMA No. 20/2019, Positive Law,
Maslahah Mursalah
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